





A. Latar Belakang 
Indonesia sejak awal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sudah mendeklarasikan 
diri menjadi negara hukum, dengan memasukan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia 
adalah negara hukum“kedalam konstitusi (Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka negara Republik Indonesia dalam 
segala aktivitas bernegara dilakukan berdasarkan atas Hukum (Rechstaat). Dengan kata 
lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, 
dimana pemerintah tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.
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Tindakan negara dan warga nya, semua harus tunduk pada hukum yang berlaku di 
Negara tersebut.Hal ini disebut asas legalitas. Prinsip – prinsip dalam penyelenggaraan 
negara seperti ini adalah penerapan negara hukum demokratis yang dikemukakan oleh 
J.B. J.M ten Berge
2
 
Begitu pula perbuatan hukum pemerintah dalam menunjuk pejabat yang mengisi 
jabatan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Pengisisan jabatan dalam BUMN 
yang dilakukan oleh pemerintah harus melalui mekanisme peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. Yang memiliki hak untuk menunjuk seseorang untuk mengisi 
jabatan dalam BUMN adalah Negara yang diwakilkan melalui  menteri negara BUMN. 
BUMN sendiri, dalam pengertian yang disebutkan dalam pasal 1 Undang – 
Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah, “Badan Usaha 
Milik Negara Yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau 
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sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” 
Artinya,  berdasarkan pengertian diatas. BUMN pada prinsipnya sama dengan 
badan usaha pada umumnya, memiliki struktur dan pengelolaan yang sama. Yang 
menjadi perbedaan adalah kepemilikan modal BUMN seluruhnya atau sebagian besarnya 
dimiliki oleh negara.Ada beberapa jenis BUMN yang dibagi atas pembagian modal. 
Seperti BUMN jenis Persero yang modalnya 51% milik negara, ada pula BUMN jenis 
Perum yang modalnya 100% milik negara.
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Organ yang dibentuk dalam menjalankan BUMN pun sama dengan badan Usaha 
lainnya. Dalam BUMN pun juga terdapat RUPS sebagai organ tertinggi, komisaris 




Oleh karena BUMN adalah badan usaha yang milik negara, maka negara 
memiliki tanggung jawab mayoritas dalam BUMN tersebut.Namun, dalam pelaksanaan 
BUMN pemerintah tunduk kepada hukum privat, Menurut Arifin P. Soeria Atjmaja, 
BUMN badan hukum perdata yang tidak memiliki kewenangan publik, kedudukan 
pemerintah sama dengan kedudukan masyarakat atau pemegang saham, pemerintah 
tunduk sepenuhnya dengan hukum privat.
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Disisi lain, dalam urusan BUMN. Pemerintah memiliki 2 peran yang berbeda, 
yaitu sebagai regulator, dan pelaku usaha.Sebagai regulator, peran pemerintah dapat 
dirasakan dengan dikeluarkannya undang – undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN. 
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Yang didalamnya berisi tentang kaidah – kaidah secara umum terkait Badan Usaha Milik  
negara. 
Peran pemerintah dalam menjalankan BUMN dapat dirasakan dalam dengan 
kepemilikan modal secara mayoritas dalam BUMN.Dalam hal ini pemilik saham 
mayoritas (Negara) diberi hak khusus, seperti hak suara, yang disesuaikan dengan 
kepemilikan saham.Hak suara tersebut digunakan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang 
Saham).Dalam perihal penentuan kebijakan strategis perusahaan.
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 RUPS sendiri adalah organ perusahaan yang memiliki kewenangan eksklusif 
yang tidak dimiliki oleh organ lain. Dalam artian RUPS adalah forum yang berisi 
pemegang saham untuk menentukan langkah strategis perusahaan sebagai sebuah badan 
hukum.Termasuk didalamnya membahas mengenai pengangkatan Dewan Komisaris dan 
Dewan Direksi. 
Dasar Hukum pengangkatan Dewan Komisaris melalu mekanisme RUPS, diatur 
dalam pasal  27 ayat (1) UU no 19 tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara, Yang 
berbunyi : 
“Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS” 
Dijelaskan didalamnya pengangkatan kedua organ tersebut menggunakan 
instrumen RUPS.Dalam pelaksanaan RUPS, Negara sebagai pemilik saham mayoritas 
diwakilkan oleh menteri negara BUMN dalam penyelenggaraan RUPS. 
Dari sini maka kita dapat pahami bahwa, andil negara dalam memberikan kontrol 
kepada BUMN melalui RUPS yang merupakan forum para pemilik saham pada 
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perusahaan.Agar dalam pelaksanaannya BUMN tetap berjalan pada tujuannya, yaitu 
memberi sumbangsih terhadap perekonomian negara.
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Termasuk RUPS juga dapat mengangkat dan memberhentikan dewan Komisaris 
dan dewan Direksi apabila diperlukan.Dalam penunjukan kedua organ tersebut RUPS 
dapat menentukan siapa saja yang layak menjadi komisaris dan direksi. Dalam 
penunjukannya, tentu saja RUPS melihat pertimbangan yang didapat saat menerima 




Dalam pasal 28 Ayat 1 Undang – undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, 
terdapat kriteria dasar yang menjadi ukuran seseorang dapat diangkat sebagai Komisaris 
Maupun Direksi, mengatakan : 
“Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, 
memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan 
salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang 
usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk 
melaksanakan tugasnya.” 
Maksud dalam kriteria yang tertuang dalam pasal tersebut, supaya pengisian 
jabatan komisaris BUMN diisi oleh person yang memang memiliki kapasitas dalam 
menjalankan organ BUMN itu sendiri.Hal – hal prinsipil seperti Integritas, dedikasi dan 
memahami masalah – masalah manajemen perusahaan, dijadikan kriteria agar 
berjalannya BUMN dapat tepat dan berjalan menuju arah tujuan BUMN tersebut. 
Sedangkan kriteria dalam pengangkatan direksi, ada dalam pasal 16 Ayat 1 
Undang – undang nomor 19 tahun 2003, yang  mengatakan : 








“Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi 
untuk memajukan dan mengembangkan Persero.” 
Kriteria tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi daripada masing – 
masing organ.Sebagai upaya menciptakan kinerja BUMN yang optimal untuk menunjang 
tujuan dari BUMN itu sendiri. 
Penunjukan yang mengedepankan  kompetensi dan pemilihan secara adil, 
tentunya tergantung bagaimana kebijakan dalam RUPS. Dengan kata lain, secara tersirat 
penunjukan Komisaris dan Direksi dalam BUMN ditunjuk oleh Negara. Sebab negara 




Hal ini menunjukan kedigdayaan negara dalam mengatur badan usaha 
miliknya.Sama seperti dua mata pisau, kekuasaan dapat berarti positif, dan juga 
negatif.Tergantung bagaimana negara menggunakannya. Kekuasaan akan berarti positif, 
jika BUMN dijalankan sesuai dengan peran, fungsi dan tujuannya. Namun, akan berarti 
negatif apabila pengelolaan BUMN dilaksanakan untuk kepentingan beberapa golongan 
tertentu, atau untuk kepentingan penguasa. 
Kepentingan penguasa seperti pengangkatan komisaris BUMN yang diambil dari 
kalangan – kalangan pendukung Penguasa, ataupun pengangkatan yang diambil dari 
orang – orang yang dekat dengan lingkungan penguasa.Serta orang – orang yang di 
indikasikan menggunakan BUMN sebagai alat memperkaya diri sendiri maupun 
golongannya. 
Pada prinsipnya, dalam pengangkatan Komisaris BUMN, adalah hak prerogatif 
dari RUPS.Dengan menggunakan pertimbangan yang ada dalam UU no 19 tahun 2003 
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tentang BUMN. Lebih teknis mengenai kriteria pengangkatan Komisaris BUMN 
dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2005 Tentang Pendirian, 
Pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik negara, serta peraturan 
menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan 
dan Pemberhentian Anggota dewan komisaris dan dewan pengawas Badan Usaha Milik 
Negara 
Namun dalam praktiknya peraturan perundang – undangan terkait pengangkatan 
kedua organ dalam BUMN dirasa masih samar – samar. Banyak kriteria, seperti 
integritas, tidak menjadi pengurus partai politik, pengalaman, serta banyak lainnya, yang 
tidak dijelaskan secara rinci.Bahkan kriteria yang dituliskan dalam peraturan perundang – 
undangan terkait terasa subjektif. 
Dampak dari ke abu – abuan norma dalam kriteria pengangkatan komisaris 
menyebabkan dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dalam pengangkatan komisaris 
BUMN. Pelanggaran yang diakibatkan ke kaburan norma dalam pengangkatan komisaris 
tentunya tidak dapat dikatakan sebagai hal yang wajar. Pelanggaran seperti ini bukan 
hanya melanggar prinsip Good Corporate Goverment (GCG) ,melainkan  juga melanggar 
etika Organisasi.  
Sebut saja nama seperti Ali Muchtar Ngabalinyang mengisi jabatan komisaris PT. 
Angkasa Pura 1, Refly Harun yang mengisi Komisaris PT Pelindo 1, Zainal Arifin 
Muchtar yang mengisi jajaran komisaris PT. Pertamina EP, dan banyak nama lain, yang 
mengisi jabatan komisaris BUMN dan diindikasikan dekat dengan lingkar pemerintah. 
Pola seleksi dan pengisian jabatan komisaris yang cenderung berdasarkan Like or 




Komisaris sebagai dewan pengawas dan penasihat direksi.Sangat riskan apabila 
pengangkatan komisaris menggunakan pola pendekatan kekuasaan seperti saat ini. 
Bahaya tersebut akan menjadi bayang – bayang BUMN, mana kala pengangkatan 
Komisaris tidak disertai dengan keahlian yang sesuai dengan person komisaris. Mereka 
di khawatirkan akan menikmati gaji buta karena tidak melakukan apa – apa, lalu ikut 
cawe – cawe dalam pengambilan keputusan direksi. Lalu memberikan usulan yang aneh 
karena tidak memahami betul bidang yang diawasinya. 
Pelanggaran dalam pengangkatan komisaris BUMN yang syarat dengan muatan 
politis dan banyak ditemukan pelanggaran yang merupakan dampak negatif dari 
kerancuan norma tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat judul skripsi 
dengan judul “DINAMIKA PENGANGKATAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK 
NEGARA DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis membatasi 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan terkait Pengisian jabatan komisaris BUMN? 
2. Bagaimana pengaturan terkait pengisian komisaris BUMN di Masa mendatang 
ditinjau dari aspek kepastian hukum? 
 
 
C. Tujuan Penulisan 




1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan terkait pengangkatan komisaris 
BUMN ?; 
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan terkait pengisian komisaris BUMN 
di Masa mendatang ditinjau dari aspek kepastian hukum?. 
D. Manfaat Penulisan 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu : 
1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman tambahan dalam membentuk  
regulasi yang memberikan semangat kepastian hukum dalam regulasi. Sehingga 
adanya regulasi atau pengaturan terkait pengangkatan komisaris BUMN, tidak terjadi 
keabu – abuan norma yang mengakibatkan peraturan tersebut disalahgunakan oleh 
pemangku kepentingan. 
2. Bagi Menteri Badan Usaha Negara 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan pedoman dalam memilih 
calon dalam proses pengangkatan komisaris BUMN. Agar dalam pengangkatan 
komisaris BUMN dapat dilakukan secara proporsional dan tepat guna, agar tercipta 
penyelenggaraan organ BUMN yang optimal sebagaimana tujuan BUMN itu sendiri. 
3. Bagi Masyarakat 
Hasil peneltian ini diharapakan mampu menjadi literatur bagi  masyarakat agar sadar 
terhadap proses dan mekanisme pengangkatan komisaris BUMN. Oleh karena BUMN 
adalah badan usaha yang mengurus hajat hidup orang banyak, maka masyarakat 
sebagai penikmat dan pengguna jasa BUMN, dapat mengetahui proses dan dengan 




E. Kegunaan Penulisan 
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangsi 
pemikiran bagi BUMN dan masyarakat pada umumnya terkait pengangkatan 
Komisaris BUMN secara Ideal 
F. Metode Penulisan 
1. Metode Pendekatan 
Dalam penulisan ini, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan – ketentuan perundang – 
undangan serta literatur – literatur bacaan yang berhubungan dengan penulisan ini. 
2. Jenis Bahan hukum 
Data yang hendak didapatkan untuk menopang hasil penelitian ini adalah data primer, 




a. Bahan Hukum Primer 
Berupa bahan hukum primer yang didapatkan dari sumber perundang – undangan, 
yaitu peraturan perundang – undangan  yang menjadi dasar dalam pengangkatan 
komisaris BUMN. 
Perturan perundang-undang yang menjadi bahan hukum primer meliputi 
Undang-Udang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 
Tentang Badan usaha Milik negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 




Pembentukan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 
tahun 2005 Tentang Pendirian, pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN PER-01.MBU/2011 
tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate 
Governance) Pada Badan Usaha Milik negara, dan Peraturan Menteri BUMN 
PER-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan, 
pemberhentian anggota dewan komisaris dan dewan pengawas Badan Usaha 
Milik Negara. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Berupa bahan hukum yang bersumber dari buku – buku literatur yang 
berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang 
diteliti.Bahan hukum ini didapatkan melalui studi kepustakaan, dokumen, konsep 
rancangan undang – undang khususnya Konsep pemilihan dan pengangkatan 
Komisaris BUMN. 
c. Bahan hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia 
dan lain – lain. 
3. Teknik pengumpulan bahan hukum 
Pada penulisan ini yang digunakan adalah model studi kepustakaan (Library 
research), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi 




luas serta dibutuhkan dalam penelitian bukum normatif,
10
 yaitu penulisan yang 
didasarkan pada data – data yang dijadikan objek penelitian, seperti buku – buku 
pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin, tentang segala hal yang sesuai dengan 
skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif. 
4. Analisa Bahan Hukum 
Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan 
teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. 
Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukan dalam bentuk uraian secara 
sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data 
diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara dan deskriptif sehingga selain 
menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dapat memberikan solusi 
terhadap permasalahan yang dimaksud 
G. Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari 4 
(empat) bab yang tersusun secara berurutan  mulai dari Bab 1 sampai dengan Bab IV, 
secara garis besar diuraikan sebagai berikut: 
 BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini, 
yaitu tinjauan umum BUMN, dasar hukum pengangkatan komisaris BUMN, dan 
beberapa teori terkait pembahasan, seperti teori kepastian hukum, dan tinjauan umum 
terkait pengangkatan dan pengisian jabatan. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan hasil pembahasan dari analisa data dengan 
permasalahan pengaturan terkait pengangkatan komisaris BUMN, dan analisa terkait 
pengaturan pengangkatan komisaris BUMN di masa mendatang ditinjau dari aspek 
kepastian hukum. 
BAB IV PENUTUP 
Penelitian ini akan diakhiri dengan BAB IV yang merupakan Penutup yang 
didalamnya akan ditarik kesimpulan tentang permasalahan dalam penelitian ini dan 
diberikan beberapa saran pemecahannya. 
